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ABSTRAK

Skripsi ini membahas kebijakan tembak mati pelaku tindak pl:azzn]:m?;;‘
dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian. Merupakan jenis pcnelftlan u e datz;
jenis dan sumber data melalui ddta primer dan data sekunder, teknik Pengl‘_’mtf,’f P
melalui studi kepustakaan dan penelitian ll(a!:afangan, dianalisis secara kualitatii, deng
teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. ' _

l‘?asil penclilia?pini adalah, kebijakan tembak mati pelaku }mdak pldaia
pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian, dalam ruang lingkup pelaku
melakukan perlawanan dan membahayakan nyawa aparat Kepolisian dan masyarakat
sekitar, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Peraturan Kap_ol.n Nomor l
Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tim’ia‘kan Kepol}snan, sebaga{
kebijakan represif dengan alasan pembenar aparat Kepolisian yang disebut sebagal.
tindakan lain atau penggunaan kekuatan. Kendala penerapan kebqal;an tembak mati
pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian, paling utama
terletak pada faktor masyarakat, yang mana peraturan perundang-undangan yang
mengatur atau melegalisasi kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana pencurian
dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian, dinilai sebagian masyarakat sebagai
pelanggaran hak asasi manusia terkait asas praduga tak bersalah. Tetapi, dugaan ini
terbantahkan bilamana aparat Kepolisian menggunakan senjata api bertindak sesuai
prosedur proporsional berdasarkan parameter proses penangkapan dengan tingkatan
bahaya yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bagi Polisi atau jiwa

masyarakat, sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan diri dari tindakan agresif
pelaku.

Kata Kunci  : Tembak Mati, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,

Aparat Kepolisian.

Mengetahui :

P¢nibimbing Utama, Pembimbin

{
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Dr H. Syarifuddin Pett
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NIP.195412141981031002
Ketua Bagj

Studi Hukum Pidané,

- iana, S.H., M.Hum.
NIP.196§\09181991022001



BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Secara formal, kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara
diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan
yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah
ketertiban masyarakat terganggu, dan akibatnya masyarakat menjadi resah. Kejahatan
dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu,
dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang

merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan
kegoncangan dalam masyarakat.1 Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku

yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan menurutnya tidak peduli apakah

tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan

kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana.2 Selanjutnya, pengertian

kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :3

8.  Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu
perbatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam

undang-undang.

11.

- A. S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar : Pustaka Refleksi Books, him. 5.

Sutherland, dikutip dalam : Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana dan
Krimin%ogi, Bandung : PT Alumni : Bandung, him. 14.

R. Soesilo, dikutip dalam : Ibid., him. 15.

1



4.  Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah
perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga
merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan,
ketentraman dan ketertiban.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena
ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang
semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai
olen berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana
kekerasan merupakan salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu
kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk

mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan

merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.4

Salah satu jenis kejahatan yang kerap mengemuka saat ini adalah kejahatan
begal atau pembegalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, begal diartikan
sebagai penyamun, membegal diartikan sebagai merampas di jalan, sedangkan

pembegalan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan di

. 5 . .
jalan.” Jadi, begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara

i .6
paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

4 Fathul Muhammad, “Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan
Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015)”, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar, him. 3.

C. Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, ‘“Pengertian Begal”, diakses pada laman
website ; https://kbbi.web.id/begal, diakses pada 1 September 2018, pukul 08.00 WIB.

Fathul Muhammad, Op. Cit., him. 4.



https://kbbi.web.id/begal

Kejahatan atau tindak pidana pembegalan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dapat diawali dengan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 362
KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian. Pengertian pencurian
beserta unsur-unsurnya menurut ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu berupa rumusan
pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam

karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling
banyak Rp.900,00,-.

Apabila dirinci rumusan Pasal 362 KUHP di atas terdiri dari unsur-unsur
objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang

melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang

lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan
dengan melawan hukum.7

Kejahatan pembegalan, kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
pencurian dengan kekerasan dengan unsur pemberatan. Pelaku pembegalan bisa dijerat
dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena sebelum
mengambil sepeda milik orang lain, begal memberikan ancaman hingga melakukan

kekerasan pada korbannya. Bahkan, jika begal tersebut mengakibatkan kematian

' Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang : Bayu Media, Malang,
him.9.



korbannya, maka ia bisa diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

hingga pidana mati atau seumur hidup.8

Pasal 365 KUHP, selengkapnya berbunyi :

“ (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan
melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai
barang yang dicuri.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau
dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu
atau pakaian jabatan palsu;
jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.
Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan
mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang
diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Ruang lingkup kejahatan pembegalan, kala ini intensitasnya semakin tajam dan
meluas, yang mana kejahatan pembegalan terjadi di berbagai kota di Indonesia, tak
mengenal waktu dan tempat, korban dari berbagai latar belakang dan usia, kerap pula

menggunakan senjata api, sadis, hingga tak segan membunuh korban, tidak hanya

2. Hamidah Abdurrahman (Kriminolog dari Universitas Indonesia), 2015, “Apa Saja
Hukuman Untuk Begal Motor”, diakses pada laman website : https://metro.tempo.co/read/645236/apa-
saja-ancaman-hukuman-untuk- beqal motor/full&view=0k, diakses pada 1 September 2018, pukul
08.05 WIB.
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menyasar sepeda motor korban, tetapi juga perhiasan, uang tunai, dan handphone,
serta semakin nekat melukai korbannya meski tanpa ada perlawanan dari korban.9

Di Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Polisi menembak mati dua spesialis
begal pada hari Jumat, 25 Mei 2018. Penembakan terpaksa dilakukan, karena yang

bersangkutan berupaya melawan saat akan ditangkap, bahkan hendak membacok
anggota Polisi menggunakan golok.10 Di Karawang, pada hari Senin, 9 April 2018
dini hari, dua begal ditembak mati jajaran Satreskrim Polres Karawang karena

melakukan perlawanan menggunakan sebilah samurai saat ditangkap. Kedua pelaku

sebelumnya menjambret Enok Suhaeni, guru SMP Negeri 2 Bungursari Purwakarta,
pada tanggal 27 Maret 2018, hingga korban tewas lantaran terjatuh dari motor.11

Kapolri Jenderal Tito Karnavian turut mengamini tindakan tembak mati bagi
begal, khususnya selama arus mudik 2018, sebagaimana pernyataannya di Posko
Terpadu Angkutan Lebaran (Angleb) 2018, di Terminal Terpadu Merak (TTM), Kota
Cilegon, Banten, pada hari Senin, 11 Juni 2018. Perintah ini diberikan secara khusus

kepada Kapolda Lampung dan Sumatera Selatan, karena titik rawan begal

Fathul Muhammad, Op. Cit., him. 4.

3.Boby Paludin Tambunan (Kapolres Bangkalan), 2018, “Anggota Tembak Mati Begal Di Siang
Bolong, Kapolres Bangkalan Buka Suara”, diakses pada laman website : https://
www.liputan6.com/ regional/ read/ 3541766/anggota-tembak-mati-begal-di-siang-bolong-
kapolres-bangkalan-buka-suara, diakses pada 1 September 2018, pukul 08.10 WIB.

4 Hendy Febrianto Kurniawan (Kepala Polres Karawang), 2018, “Polisi Karawang Tembak Mati Dua
Begal Yang Tewaskan Guru Enok”, diakses pada laman website : https:// regional.kompas.com/ read/
2018/ 04/ 11/ 21501021/ polisi-karawang-tembak-mati-dua-begal-yang-tewaskan-guru-enok, diakses
pada 1 September 2018, pukul 08.20 WIB.
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berada di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, yang merupakan daerah perbatasan
dengan Provinsi Sumatera Selatan.12

Di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat lima daerah rawan terjadinya kejahatan
begal motor, yaitu Kota Palembang, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), dan
Ogan Komering Ilir Timur (OKUT). Berdasarkan data Polda Sumsel, sepanjang tahun
2015 tercatat 20.697 kasus begal terjadi di Sumatera Selatan. Dari jumlah kasus itu
baru 10.212 kasus yang diungkap. Sedangkan di sepanjang tahun 2016 terjadi 16.648
kasus begal, yang penanganan kasus yang terselesaikan baru 8.340 kasus. Di

sepanjang bulan Jauari tahun 2017, terjadi 312 kasus begal di Sumatera Selatan. Dari

angka tersebut hingga kini baru 174 kasus yang penanganannya baru diselesaikan.13

Aparat Kepolisian tentunya adalah penegak hukum pertama yang terjun langsung
dalam menindak kejahatan pembegalan. Pengertian Kepolisian, menurut Pasal 1 angka 1
dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, adalah segala hal-
ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, dengan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan fungsi tersebut, aparat kepolisian

mengimplementasikannya melalui kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan tembak

12 Tito Karnavian (Kapolri), 2018, "Kaplori Tito : Tembak Mati Pelaku Begal Saat Mudik
Lebaran”, diakses pada laman website : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180611143156-20-
305234/kapolri-tito-tembak-mati-pelaku-begal-saat-mudik-lebaran, diakses pada 1 September 2018,
pukul 12.00 WIB.

C.Prasetijo Utomo (Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel), 2017, “Waspada! Lima
Daerah di Sumsel Rawan Kejahatan Begal”, diakses pada laman website : http://sumeks.co.id/waspada-
lima-daerah-di-sumsel-rawan-kejahatan-begal/, diakses pada 14 September 2018, pukul 16.05 WIB.



https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180611115511-20-305169/pemudik-mobil-pelabuhan-merak-meningkat-dan-motor-menurun
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180611143156-20-305234/kapolri-tito-tembak-mati-pelaku-begal-saat-mudik-lebaran
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180611143156-20-305234/kapolri-tito-tembak-mati-pelaku-begal-saat-mudik-lebaran
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180611143156-20-305234/kapolri-tito-tembak-mati-pelaku-begal-saat-mudik-lebaran
http://sumeks.co.id/waspada-lima-daerah-di-sumsel-rawan-kejahatan-begal/
http://sumeks.co.id/waspada-lima-daerah-di-sumsel-rawan-kejahatan-begal/
http://sumeks.co.id/waspada-lima-daerah-di-sumsel-rawan-kejahatan-begal/

mati pelaku pidana pembegalan. Pengertian kebijakan sendiri menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak
(tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya.14 Berkaitan dengan hukum
pidana, menurut A. Murder, maka suatu kebijakan yang diambil oleh penegak hukum
merupakan suatu kebijakan hukum pidana, yang merupakan garis kebijakan untuk
menentukan : 1

1.  Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan

diperbaharui;

2. Apayang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

3.  Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana

harus dilaksanakan.

Kasus-kasus serta dasar hukum aparat Kepolisian melaksanakan kebijakan
tembak mati pelaku pembegalan sebagaimana diuraikan di atas, menurut peneliti,
menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai pengaturan tembak mati serta
kebijakan tembak mati pelaku pembegalan oleh aparat Kepolisian. Oleh karena itu,
isu hukum ini perlu diangkat menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang
berjudul “Kebijakan Tembak Mati Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan

Kekerasan oleh Aparat Kepolisian”.

14 amus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, “Pengertian Kebijakan”, diakses pada laman
website : https:// kbbi.web.id/bijak, diakses pada 14 September 2018, pukul 15.59 WIB.

A Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan
dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, him. 3.




Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah pengaturan kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana
pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian ?

Bagaimanakah kendala kebijakan tembak mati pelaku pelaku tindak pidana

pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian ?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan kebijakan tembak mati pelaku
tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian.

Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala kebijakan tembak mati pelaku

tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni :

Secara teoritis berguna untuk :

a.  Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan kebijakan tembak mati
kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan
oleh aparat Kepolisian;

b.  Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu

hukum serupa;



C.

Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum

yang terlibat dan berkepentingan dalam rangka menanggulangi tindak pidana

pencurian dengan kekerasan, yaitu :

a.

Pemerintah sebagai pembuat undang-undang : sebagai bahan masukan
untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau
mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah
ada, terkait kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana pencurian dengan
kekerasan oleh aparat Kepolisian;

Aparat Kepolisian : sebagai pedoman dalam melaksanakan prosedur
kebijakan tembak mati kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana
pencurian dengan kekerasan yang tepat, demi perlindungan bagi
masyarakat dan aparat Kepolisian yang bertugas; dan

Masyarakat : sebagai pedoman bagi masyarakat untuk senantiasa
bekerjasama dengan aparat Kepolisian untuk melakukan pengawasan dan
pelaporan terhadap pelaku-pelaku yang bersembunyi di lingkungan
masyarakat yang diduga melakukan kejahatan pencurian dengan
kekerasan; proaktif dalam memberikan kesaksian atas kejahatan
pembegalan yang terjadi; sekaligus sebagai pedoman untuk senantiasa
meningkatkan kewaspadaan terhadap anggota keluarga apabila
melakukan perjalanan khususnya di malam hari atau di tempat-tempat

sepi yang rawan kejahatan.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar
dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan
terhadap pengaturan hukum dan kendala dari kebijakan tembak mati pelaku tindak

pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian.

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang menunjang pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :
1.  Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan diambil dari istilah policy (Inggris) atau politiek (Belanda).
Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan

peraturan perundang-undangan.16 Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti

kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif.
Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang
tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan
untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (the other sentencing authorities)

dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk

17
seorang pelanggar tertentu.

16 Dardji Darmodihardjo, 2002, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, him.157.

17Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan
Pidana Penjara, Semarang : Univeritas Diponegoro, him. 56.
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Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah
perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis
sanksi (strafsoort) dan lamanya masa pidana (strafmaat) yang tepat bagi setiap pelaku
tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut

aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (strafmodus) dalam mewujudkan
) . 18
tujuan pemidanaan.
Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih

spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik

hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu penal policy atau criminal law
policy atau strafrechts politiek.19 Dalam konteks kebijakan hukum pidana (penal
policy) menurut Marc Ancel, penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada
akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif

dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada

pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-
undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.20
Sejalan dengan pandangan Marc Ancel, menurut Sudarto, penal policy dapat

diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan

18 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
him.34.
19 Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan
Penyus%an Konsep KUHP Baru), Cet. I, Jakarta : Kencana Prenada Group, him. 26.
Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, Ibid.
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datang.21 Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum
pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan
pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.22

Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel dan Sudarto
menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana

(penal policy), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif
(formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).23

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah
tentang pengaturan kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana pencurian dengan
kekerasan oleh aparat Kepolisian.
2.  Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum
terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman
penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada

hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara

21 Sudarto, 1993, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap

Pembaggruan Hukum Pidana, Bandung : Sinar Baru, him. 9.
23Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, him. 19.
Ibid.
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ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan
pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.24

Masalah pokok dan pada penegak hukum (law enforcement) terletak pada faktor-
faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut,

) 25
antara lain adalah :

a.  Faktor hukumnya sendiri;

b.  Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang
menerapkan hukum;

c.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

d.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan;

e.  Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum adalah teori yang digunakan untuk menjawab rumusan

masalah mengenai kendala kebijakan tembak mati pelaku pidana pembegalan oleh

aparat Kepolisian.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau
penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis
(logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau

beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi)

24 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang MempengaruhiPenegakan Hukum, Jakarta :
PT. RajZaSGrafindo Persada, him. 5.

Ibid., him. 8
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suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial
atau peristiwa hukum tertentu.26 Metode penelitian dalam skripsi ini antara lain :
1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini
adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan cara meneliti di lapangan

yang merupakan data primer.27 Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk

menganalisis secara kualitatif tentang kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana
pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian.
2. Pendekatan Penelitian

a.  Pendekatan Perundangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan
hukum yang menjadi fokus penelitian.28 Pendekatan ini digunakan untuk

memperoleh analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai kebijakan
tembak mati pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat
Kepolisian. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang

26 Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung :
Alumni, him.105.

! Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia
Indonesia, him. 9.

28Johnny Ibrahim, 2005, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia
Publishing, him. 302.
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dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang
Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.29
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-
pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan
dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun

suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.30 Pendekatan

konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang ada hubungannya dengan kebijakan tembak mati pelaku tindak
pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian.
c. Pendekatan Kemasyarakatan (Sociologycal Approach)

Pendekatan Kemasyarakatan (Sociologycal Approach) adalah pendekatan
yang berfokus pada adanya sifat keteraturan dan keseimbangan pada masyarakat,

serta memfokuskan pada perubahan, konflik dan paksaan pada struktur sosial.31

29Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,

him.93,
39| bid., him. 95,

Soetandyo Wignyosoebroto, 1980, Hukum dan Metode-Metode Kajiannya, Jakarta : BPHN,
him.20.
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Pendekatan kemasyarakatan merupakan sudut pandang yang digunakan orang

32 ..
atau masyarakat dalam memecahkan suatu masalah. Pendekatan ini

digunakan sebagai alat dalam menggali keinginan masyarakat dan pihak-pihak
lainnya untuk mengetahui akar permasalahan, sehingga bisa dijadikan alat
untuk penyelesaian masalah dan penentuan kebijakan lebih lanjut terkait
kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh
aparat Kepolisian.

d.  Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari

penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik

hukum.33 Berkaitan dengan penelitian ini, maka contoh kasus yang akan diteliti

adalah kasus-kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) di
Kota Palembang khususnya yang berakhir kepada tembak mati bagi pelaku saat
dilakukan penghadangan atau penangkapan oleh aparat Kepolisian.
3. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer,
adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui

wawancara, observasi termasuk hasil dokumentasi foto hasil obervasi, dan alat

32\ ax Helly Waney, 1989, Wawasan IImu Pengetahuan Sosial, Jakarta : Departemen Pendidikan Dan
Kebuda%%an, him. 34.

Johnny Ibrahim, Op. Cit., him. 304.
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Iainnya.34 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan
kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan
hukum tertier35, masing-masing yaitu :

a.  Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat36, yang

terdiri dari :

1)  Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
2)  Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4)  Undang-undang dan peraturan operasional lainnya, yaitu :
a)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
b)  Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); dan
¢)  Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan

Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

34P. Joko Subagyo, 2006, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek ,Jakarta : Rineka Cipta,
him. 8735
Ibid., him. 88.

3 pid.
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Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk
memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk

karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada
: . 1
relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus,
ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum

dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan

mutakhir.38

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini antara lain dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota (Polresta)

Palembang

dan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan, karena wilayah hukum

Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang telah terjadi beberapa kasus dugaan

tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang berakhir pada tindakan

tembak mat

5. Tekn

Tekni

i bagi pelaku karena melakukan perlawanan kepada aparat Kepolisian.

ik Pengumpulan Data

k pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a.Studi kepustakaan, terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang

37 | bid.

38 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

him.144.
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diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan
dilakukan klasifikasi bahan hukum dan informasi.

Penelitian lapangan, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara
mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.39 Penelitian
ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi

dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode

wawancara pribadi (personal interviewing) yaitu percakapan dua arah
atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi4o, dengan
menggunakan teknik wawancara mendalam (in—depth interview), yaitu
proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau

orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman
(guide) Wawancara.41
Studi lapangan akan didukung dengan penentuan populasi dan
sampel :
1)  Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik

39Moh. Nazir, 2005, Metode Penelitian, Bogor : Ghalia Indonesia, him. 34.

40Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D,
Bandunﬂ: Alfabeta, him. 138.

Ibid.
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kesimpulannya.42 Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga
benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah
yang ada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh
karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.43
Populasi dalam penelitian ini adalah institusi Kepolisian di wilayah
hukum Kota Palembang, yang dibatasi sebanyak tiga orang.
Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh
(master) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu, atau
merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu

populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek
yang akan diteliti.44 Untuk itu, untuk memilih sampel yang

representatif diperlukan teknik sampling. Dalam penelitian ini,
teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah
teknik purposive-non random sampling, yaitu teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan

sampel. Maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek

yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.45 Oleh karena itu,

*2|bid., him. 139.

3 Ibid.
44

Margono, 2010, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta, him. 121.

Sugiyono, Op. Cit., him.217.
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penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui sampel
informan, yaitu :
1)  Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (1 (satu)
orang)); dan
2) Pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang (2 (dua)
orang)).
6.  Teknik Pengolahan Data
Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan
pengolahan data primer dengan cara editing, reconstructing, dan systematizing.
Editing yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah
sesuai/relevan dengan masalah. Reconstructing yaitu menyusun ulang data secara
teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.

Systematizing yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan

46
urutan masalah.

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan
perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai
kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat

Kepolisian. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan,

46Bambang Sunggono, Op. Cit., him. 145,
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maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara
mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.
7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan
cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan hukum secara bermutu dalam

bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga
mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan penelitian.47 Analisis kualitatif

digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum kebijakan tembak mati dan tindak
pidana pencurian dengan kekerasan, untuk kemudian disistematisasi (termasuk
interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi
maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif
maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian
dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari
penelitian ini.48
8.  Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berpikir
deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir
deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi

dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang

47\bid., him. 127.
“8 | bid.
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dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan

dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga

diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.49

9 Ibid., him. 120.
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